NOMOR: 6

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT MAJALENGKA,

:a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan

: 1.

keuangan daeralh secara tertib, taat pada peraturan
perundang- undangan, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggung jawab, serta sebagai pelaksanaan Instruksi
Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017,
maka perlu mengatur mekanisme transaksi non tunai dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 910/1867/8SJ Tanggal 17 April 2017
tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10,

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400j};

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun.2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 Nomor 2};

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Majalengka (Lembaran  Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor & Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2017
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor
24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGEKA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

Pemerintahan Daerah adaiah penyelenggaraan urusan pemerintahan oieh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalamm sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Majalengka.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD
adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu
atau beberapa program.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai
pegawai yang secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yan
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima/menyimparn, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Pembantu Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk
membantu Bendahara Penerimaan untuk menyelenggarakan
penatausahaan atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya
menggunakan Buku Kas Umum dan Buku Kas Penerimaan Harian
Pembantu.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyirmpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan nang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dan SKPKD.

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa
Lainnya.

Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari
nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah wang yang
tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian,
cek merupakan salah satu surat berharga yang memiliki fungsi sebagai
alat tukar seperti uang.

Bilyet Girc adalah surat perintah dari nasabah kepada Banlk yang
memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan
sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima
yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama
atau bank yang lain.

Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa
simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam
Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan
kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau Anjungan Tunai
Mandiri {ATM);

Transaksi non tunai adalah transaksi penerimaan atau pembayaran
sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan
instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK]}, cek,
bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya;
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20.

21.

22.

(1)

(2)

(3

{4)

(5)

(6)

}

Transaksi Penerimaan adalah transaksi yang berakibat masuknya
sejumlah uang ke Kas Daerah.

Transaksi Pengeluaran adalah Transaksi yang berakibat keluarnya
sejumlah uang dari Kas Daerah.

Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan
pembayaran transaksi kenangan Pemerintah Daerah.

BAB 11
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD ini dilaksanakan berdasar
asas :

a. efisiensi;

b. keamanan;

¢. manfaat;

d. transparan; dan
e. akuntabel.

Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa dijalankan
dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.

Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus memberikan jaminan
sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam
pembayaran penerimaan daerah dan pengeluaran belanja daerah.

Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c¢ adalah
transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus memberikan manfaat
yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang
berkepentingan dalam pelaksanaan APBD.

Asas tfransparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 4 adalah
transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus memenuhi prinsip
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah
transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus dapat
dipertanggungiawabkan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang
berlalku.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewuudkan
penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat,
cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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BAB III
JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 4

(1) Setiap penerimaan pendapatan APBD wajib melalui sistem pembayaran
non tunai.

{2} Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi :

1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

4. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
b. Dana Perimbangan yang meliputi :

1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

2. Dana Alokasi Umum

3. Dana Alokasi Khusus
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

BAB IV
MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNALI

Pasal 5

Penerimaan Pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke rekening Kas
Umum Daerah dengan Nomor Rekening 0160230201000 pada Bank Jabar
Banten Cabang Majalengka atau Rekening Pembantu Kas dengan Nomor
2334451111 pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Majalengka.

Pasal 6

(1) Penerimaan Pendapatan Non Tunai dilakukan dengan cara membayar
langsung ke rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Pembantu Kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) SKPD Pengelola melaporkan secara berkala setiap penerimaan
pendapatan kepada Pemegang Kas Umum Daerah. :

BABV
JENIS PENGELUARAN BELANJA NON TUNAI

Pasal 7

(1) Setiap transaksi pembayaran belanja APBD wajib dilaksanakan dengan
sistem non tunai.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Belanja Tidak Langsung
1} belanja pegawai;
2) belanja bunga;
3} belanja subsidi;
4) belanja hibah;
5) belanja bantuan sosial;



6) belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan partai
politik; dan
7} belanja tidak terduga.
b. Belanja Langsung
1) belanja pegawai;
2) belanja barang/jasa;
3) belanja modali.
c. Pengeluaran Pembiayaan.

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN BELANJA NON TUNAI

Pasgal 8

Untuk melaksanakan pembayaran dengan sistem non tunai, berlaku
ketentuan sebagai berikut ;

a.
b.

(1)

{2)

(1)

(2)

(3)

Setiap SKPD wajib membuka rekening giro pada Bank Persepsi;
Untuk keperluan belanja rutin, setiap SKPD diberi Uang Persediaan {UP)

dengan mentransfer pada rekening giro masing-masing;

Mekanisme pengajuan Uang Persediaan (UP) dan pertanggungjawabannya
sesuai yang berlaku selama ini yang disertai copy rekening giro yang
bersangkutan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris
Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan
oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Pengelola keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1)
dikenai sanksi administrasi.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berupa :
a. teguran lisan; dan
b. teguran tertulis.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan aleh
Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari
Aparat Pengawasan Intern Pernerintah.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11
Transaksi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebelurmn Peraturan Bupati ini berlaku, dapat dilaksanakan dengan transaksi

secara tunai,

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 15 Februari 2018

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 15 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

gy S

AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

*

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP, 19680327 1996C3 1 003
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